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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. .Berdasarkan hasil penelitian, observasi, dan wawancara, 

dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Pemerintah 

Daerah Kabupaten Seluma dalam penyediaan akses 

kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2023 tentang Kesehatan belum berjalan secara optimal. 

Hambatan utama disebabkan adanya keterlambatan 

penyelesaian pembayaran pembangunan gedung Puskesmas 

Masmambang kepada pihak kontraktor yang 

mengakibatkan bangunan puskesmas disegel dan belum 

dapat digunakan. Akibatnya, pelayanan kesehatan masih 

dilakukan di gedung lama dengan fasilitas yang terbatas. 

Selain itu, keterbatasan anggaran, kurang optimalnya 

koordinasi antarinstansi, dan lambatnya penyelesaian 

masalah pembangunan turut mempengaruhi kualitas 

pelayanan kesehatan kepada Masyarakat.  
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2. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, 

keterlambatan pemerintah daerah dalam menyelesaikan 

kewajiban pembayaran pembangunan fasilitas kesehatan 

sehingga menghambat pelayanan masyarakat belum 

mencerminkan prinsip amanah dan keadilan dalam Islam. 

Dalam pandangan hukum Islam, tindakan tersebut dapat 

dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan 

atau haram karena bertentangan dengan QS. Al-Anfal ayat 

27 tentang larangan mengkhianati amanah. Selain itu, 

prinsip kemaslahatan juga belum terlaksana secara 

optimal. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma diharapkan segera 

menyelesaikan permasalahan pembayaran pembangunan 

gedung Puskesmas Masmambang kepada pihak kontraktor 

agar bangunan puskesmas dapat segera digunakan untuk 
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pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.  

2. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pemerintah daerah 

diharapkan dapat menjalankan amanah dan tanggung 

jawabnya secara adil serta mengutamakan kemaslahatan 

masyarakat melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang 

layak. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pemerintahan 

dalam Islam yang menekankan amanah, keadilan, dan 

kesejahteraan Masyarakat 

Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah daerah 

dalam penyediaan akses kesehatan tidak hanya berkaitan dengan 

pembangunan fasilitas kesehatan, tetapi juga penyelesaian 

permasalahan yang menghambat pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pemerintah berkewajiban 

menjalankan amanah dan mewujudkan kemaslahatan bagi 

masyarakat. 
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